
WALIKOTA AMBON 
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR H  TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP 
DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA AMBON,

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 

19) dan Dampaknya, terdapat perubahan jumlah Dana 

Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK);

b. bahwa perubahan alokasi dimaksud dalam huruf a, 

mewajibkan Pemerintah Daerah mengalokasikan minimal 

25% dari Dana Transfer Umum untuk mendukung 

program pemulihan ekonomi daerah, dan minimal 8% 

dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan 

penanganan Pandemi Covid-19;

c. bahwa perubahan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK) sebagai komponen perhitungan 

besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, dan kewajiban Pemerintah Kota Ambon 

Tahun 2021 untuk mengalokasikan belanja sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b, maka dilakukan perubahan 

pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Setiap 

Desa/Negeri Tahun 2021;



\

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan 

Walikota Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara 

Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa 

Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021.

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 

tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat 

II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku 

(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai 

Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 

111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6485);



6 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang 

Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang Berhak 

Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 

30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1979 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3137);

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan 

Dan/Atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap 

Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka 

Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

2019 (Covid-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Negeri (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 

2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 330);
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Menetapkan

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Ambon Tahun Anggaran 2021, (Lembaran Daerah Kota 

Ambon Tahun 2020 Nomor 8);

14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri Kota 

Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 

38);

15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 45 Tahun 2020 tentang 

Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota 

Ambon Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 

2020 Nomor 45).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI 

DANA DESA SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON TAHUN 

ANGGARAN 2021

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 

2020 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian 

Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Negeri Di Kota Ambon Tahun 

Anggaran 2021 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut:

Pasal 8

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri untuk setiap 

Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2021 dirubah 

menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini.



2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui 

pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Umum Desa/Negeri.

(2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke 

Rekening Kas Desa/Negeri dilakukan setelah Dana 

Perimbangan diterima di Rekening Kas Umum Daerah 

dan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa/Negeri dilakukan secara 

Proposional berdasarkan Kemampuan Keuangan Daerah 

dengan mengalokasikan minimal 10% dari jumlah Dana 

Perimbangan Perubahan yang diterima Kota Ambon 

Tahun Anggaran 2021 setelah dikurangi Dana Alokasi 

Khusus yang diterima Kota Ambon Tahun Anggaran 
202 1 .

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

2021
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Lampirar :
Peraturan Walikota /Ambon 
Nomor : iATahun 2021 
Tanggal : £  Agustus 2021
Tentang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 51 TAHUN 
2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN 
ALOKASI DANA DESA/NEGERI SETIAP DESA/NEGERI DI KOTA AMBON 
TAHUN ANGGARAN 2021


